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Sejarah, selalu memiliki logika sendiri. la akan
menjadi kekuatan logika yang memiliki daya gebrak untuk
sebuah perubahan (power o reformation). Sejarah tidak
semata kisah masa lalu, tetapi, ia bisa menjadi sebuah obsesi
masa depan yang diinginkan, Di dalam sitasi dimana
nurani dan nalar sehat manusia masih eksis dan berfungsi
secara olentik, maka obsesi ity niscaya menjadi sehbuah
realitas. Bagi umat beriman, yang konsisten dengan
kejemihan dan kejujuran nurani dan nalar sehatnya, vakin,
bahwa perubahan adalah scjarah, dan sejarah sebagai
kekuatan perubah adalah sunnatullah.

Empat dekade sudah berlalu. Panggung kekuasaan
yang dibangun di atas kekuatan pongah, egois, otoriter
dan amti demokrasi telah menjadi sejarah gelap bangsa
Indonesia. Ketidakadilan-<istemik dan struktural dalam
aspek poleksusbudhankam telah mengakibatkan jutaan
anak bangsa mengalami luka yang amat dalam. Kebodohan
(kejahiliyahan) massif yang dialami jutaan rakyat akibat
sistem yang zalim dalam kurun waktu teramat lama telah
serangkaian implikasi sosial politik vang menyeriainya.

Derita jutaan rakyat yang begitu lama dan turun
temurun hidup dalam era rezim otoriter itu, berubah
menjadi kekuatan nurani/spiritual. T berubah menjadi ayar
gauniyah (firman Tuhan diluar teks kitab suci, berupa




penomena alam seisinya, termasuk penlaku manusia).
Ratusan ribu - mahasiswa, cendekiawan dalam jumlah
terbatas, dan  elemen-elemen masyarakal kampus vang
hidup dengan tradisi kritik dan kritis di atas kaedah moral
akademik serta elemen masyarakat lnn terpanggl mewakilh
ratusan juta rakyat melawan rezim vang pongah. Hasilnya,
bukan saja angka 21 dibulan Mei 1999 vang menjadi
monumen s¢jarah tumbangnya sebuah rezim yang nyans
fasis, wetapi juga dukuti dengan untutan reformasi sebagai
anti klimak sejarah.

Reformasi yang esensinya berupa kesadaran baru dan
tuniutan rakyat uniuk memperoleh kesejatian hidup secara
lumrah schagai manusia dan terbebas dari belenggu
keraliman kekuasaan, telah berbuah positf. Ratusan wakil
rakvat di MPE telah melakukan amandemen werhadap
UUD Th 1945, Dikandung maksud dan tujuan,
amandemen ini nantinya menjadi patokan moral, yuridis
dan politik bagi upava membangun Indonesia yang
berdasarkan prinsip the rade of law , demokrasi dan
keadaban

Salah satw hasil amandemen terhadap UUD Th 1945
adalah Pasal 25 B mengenal pembentukan Komisi Yudisial
Republik Indonesia, dengan wewenang ** mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim™. Latar belakang dibentuknya komisi ini
adalah, karena dalam kurun wakiu cukup lama, prakiik
peradilan, telah tercemar dan mengalami public distrust.
Penyebabnya adalah demoralitas di sebagian jajaran
peradilan. Yaiiu berupa prakiik jual beli puivsan dan suap
vang lazim disebut dengan judicial corruption atau matia
peradilan,




Demoralitas vang telah melanda secara meluas
jajaran peradilan, sesungguhnya, bukan saja disebabkan
karena pengaruh sistem politik vang korup, melainkan juga,
karena faktor krisis kesejatian diri sementara kalangan
hakim. Kesejatian dan otentisitas hakim, yang memiliki
kedudukan dan misi vang lubwr sebagai wakil Tuhan
berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai dan spirit keadilan,
demi putusan vang benar dan adil serta memberi
perlindungan hukum kepada fustisiabelen.,

Hakim, yang konsisten dengan kefitrahan nurani dan
nalar schatnva, di dukung dengan sistem kekuasaan
kehakiman dan peradilan yvang transparan, niscaya akan
melahirkan sejumlah vonis yang adil dan indah. Di
dalamnya bermuatan nafas dan ruh kebenaran. keadilan
dan kepekaan yang tajam terhadap sence af fustice sena
responsif terhadap denta ketidakadilan rakyat. Hakim
seperti inilah, yang diilustrasikan Nabi, schagai bagian kecil
dari mereka vang berhak untuk memperaleh tempat hidup
yang surgawi kelak.

Betapa kita merindukan suatu tatanan kehidupan
indifidual dan politk sosial ekonomi, budaya dan hankam,
serta pola relasi antar warga, warga dengan negara yang
bersahabat, ramah dan saling sapa serta melindungi, dimana
di dalamnva kefitrahan manusia memperoleh eksistensi dan
aktualisasinya. Tentu Kerinduan ini, selain menjadi
kewajiban para pengelola negara, juga dapat diperankan
aleh hakim melalui putusannva. Putusan yang mampu
mendongkrak kepercayvaan masyarakat luas, yang mampu
tegak didepan penguasa yang salah diatas prinsip
kebenaran dan keadilan, dan sejuk secara moral hukum
dihadapan rakyat yang tertindas oleh sistem yang zalim.




Memahami latar sosial budaya dibentuknya komisi
yudisial, maka sejak awal para komisioner (anggota)
komisi ini, telah memulai langkah awal sebagai pengamalan
amanatnya. Melalui beberapa kali pertemuan, dipahami
bersama, bahvwa posisi masyarakat pasca orde baru, berada
dalam masa transizi politik. dari sistem politk vang anti
demokrasi menuju yang demokratis dan berkeadaban,
Karena itulah, komisi yudisial difahami dan diletakkan
dalam kerangka menuju proses terbeniuknyva masyarakat
madani. Konsekuensinyva, harus ada pengakuan dan
pengharkatan terhadap masyarakat untuk diberi wewenang
luas berpantisipasi akif dan penuh unmk dapat mengakses
{access o jusfice) kepada Komisi Yudisial.

Kedepan. reposisi peradilan dalam kerangka
reformasi peradilan perlu ditata kembali. Untuk ini, perlu
sekilas dilakukan refleksi bagaimana praktik peradilan di
era rezim orde baru. Dalam masa kejayaannya, rezim ini
telah berhasil menyeret lembaga peradilan sebagai alam
pembenar. pengual dan pengawet kekuasaan. Ketika
penguasa merasa lerancam kepentingannya, peradilan
dijadikan alat untuk menjebloskan “musuh-musuh
politiknva”™ ke sel-sel ahanan tanpa dasar moralitas hukum,
Driluar itu, sejumlah besar aktivis hukum dan HAM dan
demokrasi  diculik, ditahan tanpa proses hukam, dan
disiksa secara kejam hingga dihilangkon. Situasi demikian
mencerminkan ketika sejumlah hakim mengalami iekanan
politik untuk melayani kegiatan-kegiatan politik rezim
Orde Lama (Daniel 5 Lev: Hukum dan Politik oi
Indvnesia).

Kini, kendatipun telah berganti rezim, sisa-sisa
warisan budaya orde baru masih saja sulit lenyap. Ia acap
kali nampak dalam pandangan dan sikap-sikap anti kritik,
ego sekioral, melanggengkan simbaol-zsimbol orde baru
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yvang. bahkan dimitoskan. Pandangan tentang pentingnya
privilese (hak istimewa) uniuk kalangan pejabat terientu
dengan dalih imunitas, independensi vang tanpa batas moral
dan perlindungan hukum untuk pejabat publik tertentu,
dewasa ini dipupuk kembali. Gejala tidak sehat ini
berpotensi bagi terancamnya  kelangsungan reformasi,
termasuk reformast peradilan,

Praktik mafia peradilan selama ini tidak dapat
dilepaskan dari krisis global vang bersifat kompleks yang
melanda aspek keschatan, terbatasnya mata pencaharian,
relasi sosial dan sekaligus bersamaan dengan munculnya
krisis intelekiual dan spiriwal (Frigfef Capra: Trok Balik
Peradaban). Bersamaan dengan itu muncul pula krisis
moral yang melanda kaum cendekiawan sebagaimana
dikemukakan Daniel Dhakidae mengutip penelitian Wira
tentang “pelacuran intelektual” {Daniel Dhakidae:
Cendekiowan dan Kekwasaan Dalam Negara Ovde Baru ),
Dalam prakik di dunia peradilan terjadi hal yang sama,
yakni sebagian hakim yang “menyalahgunakan
kewenangan” jabatan publik dan profesinya dengan
menjual belikan putusannya.

Hakim sebagai produk perguruan tinggi. mengalami
proses pendidikan strata 1, yang secara umum tidak
memiliki standart konstruksi filsafat hukum dan teon
hukum yang responsif terhadap prakuk dari suam sistem
sosial politik yang korup. Terlalu lama kampus fakultas
hukum hanyva sekedar memerankan proses transfer of
knowledge tanpa diimbangi dengan tradisi kritik ideolog.
Akibatnya, sebagian besar kalangan akademisi fakultas
hukum terpola dengan konstruksi legal positivism.
Gilirannya. banyak hakim sebagai produk kampus
meneruskan tradisi konstruksi  berpikir  legal
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positivistik,. . kecuali yang tidak, dan ini hanya sebagian
kecil,

Jika dewsasa ini korupsi di negeri vang beragama ini
semakin kronis, sementara para hakim diidealkan untuk
memiliki kemampuan menegakkan asas-asas keadilan,
maka kampus sebagai sumber daya insani para hakim
rasanya perlu segera melakukan revolusi berparadigma
dalam dunia keilmuwan, Bukan saatnya lagi akademsi
hukum mentradisikan cara berpikir vang memisahkan ilmu
dari nilai.

Terkait tradisi berpikir ini, bagi kalangan
dekonstruksionis ilmu pengetahuan yang bermazhab
Frankfurt seperti Habermas vang mengedepankan teori
kritis, tentu patut digugat. Teori Kritis secbagai suatu
metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialekus
antara filsafat dan ilmu pengetahuan sosiologi menemukan
kondisi-kondisi yang bersifat transendental vang
melampaui data empiris. Pada tarap teoni pengetahuan,
Teori Kritis berusaha mengatasi saintisme atau positivisme
(Fransiseo Buedi Hardimean: Kritik Tdeologi),

Dunia penegakan hukum dan keadilan yang
berkeadaban, bukan saja menjadi agenda dan kewajiban
serta tanggungjawab insan penegak hukum (hakim) saja.
Hakim, bukan elit sosial yang memilik privilese yang
eksklusif dan bebas kontrol. Mengingat ia adalah pejabat
publik, dimana publik berhak mengawasinya. la tidak hidup
dan bekerja dalam ruang hampa kritik dan sapaan.
Penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab akademisi
dan praktisi hukum. Saatnyva kini, para “dewa’ akademisi
hukum, twrun dari kayangan dan mengambil posisi dan
sikap kritis melakukan transendensi ilmu,







